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Abstract

This study examines the methodology of the inheritance of Maulana Sheikh Zainuddin Abdul
Madjid in the context of the Sasak Lombok community. The focus of the research is directed at
methodological character analysis that combines the bayani approach that relies on the text of
the Qur'an, hadith, and ijma’ with a maqasidi approach that considers social benefits. This
research uses a qualitative method with a library research approach, through an analysis of the
main works of Maulana Sheikh, especially Tuhfah al-Zainiyyah and other supporting literature.
The results of the study show that normatively Maulana Shaykh affirmed the distribution of
inheritance based on furudh al-muqaddarah as stated in Surah An-Nisa verses 11-12. However,
in social practice, Maulana Sheikh offers a grant pattern as a transitional solution for people
who have not fully accepted the faraidh system formally. This pattern reflects the integration
between textual legitimacy (bayani) and consideration of benefits (maqasidi) applied contextually
in Sasak society. The contribution of this research lies in the affirmation of the methodological
character of Maulana Shaykh's inheritance thought as an integrative model between normative
texts and local social realities, which enriches the study of Islamic family law based on local
wisdom.
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Abstrak

Penelitian ini mengkaji metodologi pemikiran kewarisan Maulana Syekh Zainuddin Abdul
Madjid dalam konteks masyarakat Sasak Lombok. Fokus penelitian diarahkan pada analisis
karakter metodologis yang memadukan pendekatan bayani yang bertumpu pada teks Al-Qur’an,
hadis, dan ijma’ dengan pendekatan maqasidi yang mempertimbangkan kemaslahatan sosial.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (/ibrary research),
melalui analisis terhadap karya utama Maulana Syekh, khususnya Tuhfah al-Zainiyyah serta
literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Maulana
Syekh menegaskan pembagian waris berdasarkan furudh al-muqaddarah sebagaimana termaktub
dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Namun, dalam praktik sosial, Maulana Syekh menawarkan
pola hibah sebagai solusi transisional bagi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima sistem
faraidh secara formal. Pola ini mencerminkan integrasi antara legitimasi tekstual (bayani) dan
pertimbangan kemaslahatan (maqasidi) yang diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat
Sasak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan karakter metodologis pemikiran
kewarisan Maulana Syekh sebagai model integratif antara teks normatif dan realitas sosial lokal,
yang memperkaya kajian hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal.

Kata kunci: Maulana Syekh; kewarisan Islam; bayani; maqasidi; masyarakat Sasak.

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang figih yang memiliki peran
penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.
Secara normatif, hukum kewarisan Islam bertujuan menjamin keadilan dalam pembagian

harta kepada para ahli waris sesuai ketentuan Al-Qur’an dan hadis. Namun dalam praktik
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sosial, implementasi hukum waris tidak selalu berjalan secara tekstual sebagaimana
dirumuskan dalam literatur figih klasik, melainkan melalui proses interpretasi dan ijtihad
yang dipengaruhi oleh adat serta praktik budaya setempat (Ritonga & Ritonga, 2024).
Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam tidak terlepas dari konteks
sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut berkembang.

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa praktik kewarisan tidak
hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif faraidh, tetapi juga oleh struktur sosial, relasi
keluarga, dan dinamika masyarakat Muslim. Pendekatan maqasid al-shari‘ah kemudian
digunakan untuk menekankan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan
dan keadilan sosial, sehingga implementasi hukum waris dapat dipahami secara
konteksual. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem
normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas keluarga dan
masyarakat (Zuhdi & Nasir, 2024; Sam’un & Fauzan, 2024).

Dinamika praktik kewarisan terlihat dalam berbagai negara Muslim. Di Sri Lanka,
misalnya, sistem pembagian warisan dalam masyarakat Muslim di daerah Palamunia
menunjukkan bahwa distribusi harta sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga,
bahkan dalam beberapa kasus memberikan porsi lebih besar kepada perempuan. Kondisi
ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan faraidh serta
sikap permisif terhadap praktik lokal (Saujan et al., 2022). Sebaliknya, di Pakistan
reformasi hukum dilakukan melalui pendekatan legislatif untuk memastikan bahwa
seluruh ahli waris, khususnya perempuan, memperoleh hak waris secara adil (Hadi &
Khan, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan dalam masyarakat
Muslim sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kebijakan hukum masing-masing
negara.

Dalam konteks Indonesia, dinamika kewarisan juga dipengaruhi oleh pluralisme
hukum yang mempertemukan hukum Islam dengan praktik sosial masyarakat. Kondisi
ini menunjukkan bahwa distribusi warisan sering menjadi ruang negosiasi antara norma
syariat dan kebutuhan sosial (Ngazizah & Lutfia, 2025). Seperti misalnya di daerah
Lombok dalam praktik kewarisan Masyarakat Sasak. Meskipun mayoritas masyarakat
Sasak beragama Islam, praktik pembagian harta warisan dalam beberapa kasus masih
dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam
praktik tersebut, sering kali didasarkan pada gender dan kedekatan hubungan dengan
pewaris. Anak laki-laki umumnya memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan
anak perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan yang telah menikah
dianggap tidak lagi memiliki hak penuh atas warisan karena dipandang telah menjadi
bagian dari keluarga suaminya. Secara adat, perempuan jarang memperoleh bagian

berupa tanah dan lebih sering menerima uang atau perhiasan. Karena tanah dipandang
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sebagai aset strategis dalam masyarakat agraris seperti Sasak. Tanah umumnya
diwariskan kepada anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan
pengelolaan keluarga. Selain itu, proses pembagian waris seringkali diputuskan secara
sepihak oleh kepala keluarga, tokoh adat, atau pihak yang dituakan dalam keluarga
(Walijah, 2023).

Dalam konteks tersebut, peran ulama lokal menjadi sangat penting dalam
menghubungkan antara norma syariat dengan kebutuhan sosial masyarakat. Salah satu
tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Sasak adalah Muhammad
Zainuddin Abdul Madjid, yang dikenal sebagai Maulana Syekh. la merupakan ulama
besar Lombok sekaligus pendiri Nahdlatul Wathan, yang memiliki pengaruh luas dalam
kehidupan keagamaan masyarakat Sasak. Dalam karya-karyanya seperti Tuhfah al-
Zainiyyah dan Tuhfah al-Anfananiyyah, Maulana Syekh menjelaskan ketentuan
kewarisan berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis secara tekstual (bayani), namun
sekaligus memberikan solusi sosial melalui mekanisme hibah. Ia memandang hibah
sebagai instrumen preventif sebelum kematian pewaris yang memungkinkan distribusi
harta dilakukan secara lebih fleksibel tanpa melanggar prinsip-prinsip faraidh (Munir,
2023). Sejalan dengan Syahrur dalam Teori Batas menekankan fleksibilitas pemahaman
teks kewarisan melalui pendekatan bayani yang kontekstual (Azwarfajri et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran kewarisan Maulana
Syekh. Munir, misalnya, menyoroti kontribusi pemikiran Maulana Syekh dalam
menyelaraskan hukum kewarisan Islam dengan realitas sosial masyarakat Sasak (Munir,
2023). Sementara itu, penelitian disertasi Munawirsazali mengkaji secara sistematis
pemikiran Maulana Syekh terkait konflik keluarga di Lombok yang sering dipicu oleh
persoalan warisan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karya-karya seperti A¢-Tuhfah
al-Anfananiyyah Syarh an-Nahdah az-Zainiyyah merupakan upaya Maulana Syekh untuk
memperkenalkan konsep kewarisan Islam kepada masyarakat Lombok dengan
menekankan prinsip hifz al-mal sebagai bagian dari tujuan syariat dalam menjaga hak
kepemilikan dan stabilitas sosial ekonomi (Munawir, 2022). Sementara itu, penelitian
mengenai hukum waris Islam telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam
konteks normatif maupun dalam praktik sosial masyarakat. Studi mengenai hukum waris
di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh
struktur sosial, budaya, serta sistem kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat
Muslim (Miftahuddin, 2024; Anggraeni, 2023). Sejumlah penelitian juga menyoroti
adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kewarisan. Praktik
kewarisan di Indonesia kerap merupakan hasil interaksi antara kedua sistem hukum

tersebut yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Alhaq et al., 2025).
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Meskipun penelitian tentang hukum waris Islam telah banyak dilakukan, sebagian
besar kajian masih berfokus pada aspek normatif atau praktik sosial secara umum. Kajian
yang secara khusus menganalisis karakter metodologis pemikiran kewarisan Maulana
Syekh, terutama dalam memadukan pendekatan bayani dan magqasidi dalam konteks
masyarakat Sasak, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi
kekosongan tersebut dengan menelaah pola metodologis yang digunakan Muhammad
Zainuddin Abdul Madjid dalam merumuskan pemikiran kewarisan. Fokus kajian
diarahkan pada karakter metodologis yang melandasi pemikirannya, integrasi antara
pendekatan tekstual dan kontekstual, serta implikasinya terhadap praktik kewarisan
masyarakat Sasak. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah
utama, yaitu bagaimana karakter metodologis pemikiran kewarisan Maulana Syekh,
bagaimana integrasi pendekatan bayani dan magqasidi dalam pemikirannya, serta
bagaimana implikasi pemikiran tersebut terhadap praktik kewarisan masyarakat Sasak.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan
(library research) yang berfokus pada kajian pemikiran Muhammad Zainuddin Abdul
Madjid mengenai karakteristik metodologi kewarisan yang ia tawarkan menjadi
mekanisme pembagian harta waris pada masyarakat Sasak di Lombok. Penelitian
kepustakaan digunakan karena objek yang dikaji berupa gagasan, konstruksi
metodologis, dan argumentasi hukum dalam karya-karya tertulis tokoh (Rohman et al.,
2024). Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis dengan corak bayani, yaitu
pendekatan yang menempatkan teks (Al-Qur’an dan Hadis) sebagai otoritas utama dalam
pembentukan hukum Islam. Dalam konteks ini, analisis diarahkan pada pola penggunaan
dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Maulana Syekh dalam menjelaskan
kewarisan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji
hibah sebagai instrumen distribusi harta dalam hukum Islam, serta pendekatan historis-
sosiologis untuk memahami konteks sosial pemikiran kewarisan Maulana Syekh
(Gosebrink, 2023). Pendekatan historis-sosiologis dioperasionalkan dengan menelusuri
latar sosial masyarakat Sasak pada masa Maulana Syekh, termasuk praktik kewarisan
yang berkembang, posisi adat dalam pembagian harta, serta respon keagamaan yang
muncul. Analisis juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang menjadi latar
lahirnya gagasan hibah sebagai solusi transisional, sehingga dapat terlihat hubungan
antara teks normatif dan realitas sosial yang melatarbelakangi pemikiran tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari karya-karya Maulana Syekh, khususnya Tuhfah al-Zainiyyah dan

Tuhfah al-Anfananiyyah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara terbatas
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sebagai pendukung dengan tokoh Nahdlatul Wathan, akademisi, atau praktisi hukum
Islam yang memahami pemikiran kewarisan Maulana Syekh. Data sekunder diperoleh
dari literatur fikih kewarisan klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta penelitian
terdahulu yang relevan dengan tema epistemologi bayani dan dinamika hukum kewarisan
Islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan
wawancara semi-terstruktur untuk memperkuat analisis kontekstual.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan.
Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi bagian-bagian karya Maulana Syekh
yang secara langsung membahas kewarisan, hibah, dan argumentasi dalil. Kedua,
klasifikasi konsep dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti
penggunaan dalil AI-Qur’an dan hadis, konsep hibah, serta pola integrasi dengan praktik
sosial. Ketiga, interpretasi argumentasi tekstual dilakukan dengan menelaah metode
istinbath hukum yang digunakan, termasuk struktur dalil, pola penalaran bayani, dan
hubungan antar argumentasi. Keempat, analisis kontekstual dilakukan dengan
menghubungkan temuan tekstual dengan kondisi sosial masyarakat Sasak untuk melihat
relevansi gagasan tersebut dalam praktik kewarisan. Kerangka analisis merujuk pada teori
epistemologi bayani sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Abid al-Jabiri, yang
menekankan supremasi teks dalam konstruksi pengetahuan hukum Islam (Al-Jabiri,
1982). Melalui kerangka ini, penelitian mengidentifikasi struktur dalil, pola penalaran
tekstual, serta posisi hibah sebagai solusi normatif dalam menjembatani hukum faraidh
dan praktik adat masyarakat Sasak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Biografi Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid

Muhammad Zainuddin Abdul Madjid lahir pada 18 Rabi’ul Awal 1316 H/20 April
1908 di Kampung Bermi, Desa Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. la
merupakan putra dari Abdul Madjid (dikenal sebagai Guru Mukminah) dan Hajjah
Halimatussa’diyah (Inaq Syam) (Supriadi et al., 2022). Pendidikan agama diperolehnya
sejak dini dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan ke Madrasah al-Shaulatiyah di
Mekkah pada tahun 1927 M. Di bawah bimbingan Syaikh Salim Rahmatullah, Ia
menunjukkan prestasi akademik yang menonjol dengan menyelesaikan pendidikan dalam
waktu enam tahun dari masa studi normal sembilan tahun, serta meraih predikat Mumtaz
(Baharudin, 2007). Keunggulan akademiknya diakui oleh para guru dan sahabatnya, dan
menjadi fondasi penting bagi perannya kelak sebagai ulama dan pembaharu di Lombok
(Noor et. al., 2014).

Sekembalinya ke tanah air, Maulana Syekh berperan aktif dalam pengembangan
pendidikan dan dakwah Islam melalui pendirian organisasi Nahdlatul Wathan pada tahun

1937. Melalui organisasi ini, ia mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah
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Islamiyah (NWDI) untuk laki-laki (1937) dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah
(NBDI) untuk perempuan (1943), yang membuka akses pendidikan agama secara luas
bagi masyarakat Sasak, termasuk kaum perempuan yang sebelumnya terbatas akses
pendidikannya (Supriadi et al., 2022). Jaringan lembaga pendidikan ini kemudian
berkembang pesat dan menjadi pilar utama pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat .
Peranannya tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga mencakup dakwah
sosial dan penguatan kesadaran keagamaan masyarakat. Atas kontribusinya dalam bidang
pendidikan, keagamaan, dan kebangsaan, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada
tahun 2017 melalui Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2017.

Sebagai ulama produktif, la mewarisi banyak karya di bidang fikih, faraidh,
pendidikan, akhlak, dan dakwah. Karya-karya seperti Tuhfah al-Zainiyyah dan Tuhfah al-
Anfananiyyah menunjukkan kepakarannya dalam hukum kewarisan Islam. Melalui karya
tersebut, ia tidak hanya menjelaskan ketentuan faraidh secara tekstual, tetapi juga
menawarkan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Pemikirannya memperlihatkan upaya integrasi antara pendekatan bayani yang berbasis
teks dan pendekatan magqasidi yang berorientasi pada kemaslahatan, sehingga relevan
dalam memahami praktik kewarisan masyarakat Sasak. Selain itu, ia juga menulis
sejumlah kitab serta karya dalam bahasa Sasak dan Melayu untuk mendekatkan ajaran
Islam kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan tasawuf,. Serta ia menggubah
lagu perjuangan Nahdlatul Wathan dan menyusun kumpulan doa sebagai bagian dari
pembinaan spiritual umat (Nasri, 2017).

Pemikiran Maulana Syekh Zainuddin Dalam Bidang Kewarisan

Keilmuan Maulana Syekh dalam bidang figih diakui dikenal cerdas.
Kecerdasannya tampak dari prestasi dan karya akademik yang ditulisnya dalam tiga
bahasa mencakup bahasa arab, melayu, dan sasak. Termasuk karyanya di bidang
kewarisan ini ditulis dengan bahasa sastra arab yang tinggi pada kedua karyanya. Fakta
menarik lagi, karyanya di bidang kewarisan ini ditulis dalam satu malam, disaat
kegelisahan pribadi Maulana Syekh merespon realitas sosial saat itu yang penuh dengan
kekacauan dan ketidakpastian. Karya fiqih ini ditulis tahun 1969. Selain di bidang fiqih,
ia juga cerdas di berbagai bidang seperti sastra, ilmu al-Qur’an dan tasawuf.

Dalam konteks kewarisan ini, Maulana Syekh mengajarkan substansi agama
“dahulukan kehendak Allah baru kemudian melibatkan akal manusia”. la menyampaikan
pemikirannya dalam tulisan syair yang mendiskusikan tentang kajian hukum kewarisan
Islam yang dikutip dari nash al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam

syairnya berbunyi:

Alenll e a0 ASAYL alall | i)
|38 o) Lagia 4SIla < go dmy JLalls Leilad it
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O i GSUSI Sl aal) Coga ) o acSa
Transliterasi Latin:

Fard al-‘ayn: (al-‘ilmu bil-ahkam asy-syar ‘iyyah al-‘amaliyyah)
Al-mukhtassu yata‘allagu bil-fi'li ba‘da mawti malikihi tahqigan wa taqdira
Wa hukmuhu huwa al-wujib al-‘ayni aw al-kifa’t bighayri mu ‘ayyan

Syair di atas mendefinisikan hukum waris sebagai ilmu tentang hukum syara’
yang bersifat praktis yang khusus terkait dengan harta setelah meninggalnya seseorang.
Begitu pun hukum tentang mempelajari ilmu waris bagi Maulana Syekh menetapkan
wajib ain dan wajib kifayah sebagaimana yang tertulis dalam syair.

Tabel 1. Konsep Dasar Hukum Waris

Aspek Pemikiran Maulana Landasan
Syekh
Definisi [Imu Waris Ilmu tentang hukum syara’ Al-Qur’an & Hadis

yang bersifat praktis terkait
harta setelah meninggalnya
seseorang

Hukum Mempelajari Ilmu Wajib ‘ain dan wajib Dalil syar’i

Waris kifayah

Rukun Waris 1) Pewaris (mayit) 2) Ahli Kaidah Figh
waris 3) Harta peninggalan

Sebab Waris 1) Nasab 2) Perkawinan 3) Figh faraidh
Wala’ (memerdekakan
budak)

Furud al-Muqgaddarah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 QS. An-Nisa: 7-13

(1/3 bagqi hasil ijtihad)

Pada syair berikutnya membahas terkait rukun waris, yaitu:

&u}&)‘}}&)}ﬁ*m:ngﬁ‘SJi

“Rukun waris itu ada tiga hal yang tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang yaitu orang
vang meninggal, ahli waris dan hak kebendaam yang ditinggalkan” (Madjid, 1978).
Syair berikutnya mengenai ketentuan bagian ahli waris, baik terhadap laki-laki

maupun perempuan yang ia kutip dari QS. An-Nisa: 7,8,9,10,11,12, dan 13. Selain ayat al-
Qur’an, ia juga menyandarkan pemikiran hukum waris pada beberapa hadis terkait dengan hukum
waris. Maka berangkat dari kutipan nas tersebut, Maulana Syekh Zaenuddin mengurai substansi

hukum waris ditulis dalam syair berikut ini:

a0 W sy e s * Jla 0l 8 ol 5l s o)

I'lam bi-anna al-warithina fi ar-rijal * Khamsata ‘ashara bastahum lana ar-rijal
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54 g allae &Y *aa 5 Y5 Y Cul 5 Y
ibnu wabnu al-ibni wal-abu wa jadd * Wal-akh mutlagan wabnuhu warad
1S il 5 a¥1 el S 130 aall 5 23U 05 Al e
Ma lam yakun lil-ummi wal- ‘ammu iza * Kana li-ghayri al-ummi wabnuhu kaza
oas Ol Ol 5 g Sy iy * e Slgeali sludll (10 (10
Man mina an-nisd’i tafsilan ‘ashr * Bintun wa bintu ibn(in) wa in qadd(n) hadara
PRSI R PR R PRLD EWPRGIEN i RPN
Ummun wa jaddatani ukhtun musajjila * Wa zawjatun mu ‘tiqatun Zatu al-wala
Gl aad ol * Gl s s a¥1 5 Y1 ) e dsadd IS Lala) # 1

walaw Ikhlat al-kulla likhamsatin habbii al-aba wal-umma wabnan wal-‘ayn * Wal-
bintu tumma ahadu az-zawjayn

ABLal) Y 5 5 KAl Q5 ) 8 A0 Ao
Asbabuhu talatatun qarabah * Tsumma an-nikahu wa wala al- ‘itagah
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Syair diatas ia tulis dalam kitab bernama Tuhfah al-zainiyyah dan Tuhfah Al-
Anfananiyyah. lIstinbath al-ahkam Maulana Syekh Zainuddin dalam bidang hukum
kewarisan tidak lepas dari konteks hukum al-Qur’an, hadis, dan ijma’. Sebelum hadirnya
karya ini, ia juga menyampaikan kajian tentang hukum waris di berbagai majlis ilmu.
Dengan hadirnya kitab Tuhfah al-zainiyyah dan Tuhfah Al-Anfananiyyah adalah dua
karya beliau (pada zaman itu) memberikan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan
ilmu waris Islam.

Dalam sistem kewarisan Islam yang dijelaskan oleh Maulana Syekh Muhamad
Zainuddin Abdul Madjid dalam Tuhfah al-Zainiyyah dan Tuhfah al-Anfananiyyah, ahli
waris diklasifikasikan berdasarkan status penerimaan warisan ke dalam tiga kategori
utama, yaitu dzawil furudh, ashabah, dan ahli waris yang dapat mengalami suqut
(terhijab). Dzawil furudh adalah ahli waris yang memiliki bagian pasti berdasarkan nash
syar’i (QS. An-Nisa: 7—13), seperti anak perempuan, cucu perempuan dalam kondisi
tertentu, ibu, nenek, saudari sekandung, saudari sebapak, saudara/saudari seibu, suami,
istri, serta ayah dan kakek dalam keadaan tertentu. Bagian mereka telah ditentukan,
namun dapat berubah sesuai komposisi ahli waris lain. Ashabah adalah ahli waris yang
menerima sisa harta setelah pembagian dzawil furudh atau seluruh harta jika tidak ada
dzawil furudh. Kelompok ini meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki,
anak saudara, paman, ayah dan kakek dalam kondisi tertentu, serta mu’tiq dan mu’tigah.
Status ini mencerminkan tanggung jawab sosial-ekonomi dalam struktur keluarga.
Adapun suqut terjadi ketika seorang ahli waris terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat
hubungan nasabnya, seperti kakek terhalang oleh ayah, nenek oleh ibu, dan cucu oleh
anak (Madjid, 1978). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pemikiran Maulana Syekh tetap
berada dalam koridor ilmu faraidh klasik yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, dan
jjma’.

Terkait dengan pemikiran tersebut, dalam realitas sosial masyarakat Sasak,
penerapan pembagian harta waris berdasarkan ilmu fara’idh sering kali memunculkan
konflik antaranggota keluarga. Dalam beberapa kasus, Muhammad Zainuddin Abdul
Madjid bahkan turun langsung untuk menyelesaikan sengketa kewarisan dengan
menggunakan pendekatan hukum Islam melalui pola hibah dalam pengalihan harta
kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pengecualian ini dipertimbangkan dengan
memperhatikan kondisi sosial dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Lombok, yang

masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat patrilineal. Sistem adat tersebut kerap
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memarginalkan posisi perempuan dalam pembagian harta, sehingga berpotensi
menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga.

Dalam konteks tersebut, penggunaan hibah dipahami sebagai langkah preventif
dan solutif untuk menjaga keharmonisan keluarga sekaligus mengakomodasi nilai
keadilan substantif. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik hukum waris Islam juga
mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan,
perubahan struktur keluarga, serta dinamika sosial yang menuntut adanya kesetaraan
2023). Oleh karena

mengintegrasikan ketentuan normatif fara’idh dengan mekanisme hibah menjadi salah

dalam pembagian harta (Razy, itu, pendekatan yang
satu bentuk adaptasi hukum waris Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat
yang terus berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Pengalihan harta waris melalui pola hibah juga terlihat dalam praktik keluarga
Maulana Syekh sendiri, yang dilakukan oleh orang tuanya waktu itu dengan
mempertimbangkan kecakapan anak dalam menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa aspek harmoni keluarga menjadi pertimbangan
penting dalam distribusi harta. Namun demikian, pola hibah ini tidak dimaksudkan untuk
menggantikan ketentuan kewarisan Islam yang bertujuan mewujudkan distribusi
ekonomi secara adil sesuai peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing anggota
keluarga (Munir, 2019). Berikut metodologi pemikiran kewarisan Maulana Syekh yang
ia lakukan pada keluarga yang belum siap menerapkan faraidh secara penuh, sedangkan
apabila keluarga siap, pembagian dilakukan sesuai ketentuan waris Islam secara normatif.

Tabel 2. Karakteristik Metodologis Pemikiran Kewarisan
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

No Aspek Ketentuan Umum Penekanan Pemikiran Maulana
Kewarisan Faraidh Syekh
1  Anak Mendapat 1/2 atau Dianjurkan hibah semasa hidup untuk
perempuan 2/3, atau ashabah menjaga keadilan substantif
dengan anak laki-
laki
2  Cucu Dapat terhijab oleh Hibah digunakan untuk mencegah
perempuan anak laki-laki hilangnya hak ekonomi

3 Suqut ahli waris

4 Distribusi harta

5  Konflik
keluarga

Berdasarkan hirarki
nasab
Dilakukan

kematian pewaris

setelah

Diselesaikan pasca

pembagian

Ditekankan  fleksibilitas
melalui pemberian sebelum wafat

sosial

Dianjurkan  distribusi ~ preventif
melalui hibah
Hibah dipandang sebagai mekanisme

pencegahan konflik
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Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, praktik kewarisan sering kali
berlangsung melalui mekanisme kompromi antara norma syariat dan nilai-nilai adat yang
hidup dalam masyarakat. Dalam interaksi tersebut, hukum Islam dapat beroperasi
bersamaan dengan hukum adat melalui teori reception in complex, atau sebaliknya
diintegrasikan ke dalam sistem hukum adat melalui teori reception. Interaksi antara
hukum Islam dan hukum adat tersebut menghasilkan bentuk-bentuk akomodasi yang
memperkenalkan aspek baru dalam praktik kewarisan (Sulistiyono & Harahap, 2025).
Akibatnya, praktik pembagian warisan di masyarakat sering kali menunjukkan variasi
yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat (Munawar et al., 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di berbagai daerah cenderung
mengadaptasi ketentuan fara ’id dengan mempertimbangkan kondisi sosial keluarga serta
relasi kekerabatan yang ada (Alhaq et al., 2025; Munawar et al., 2025). Hal ini juga
tercermin dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui pengaturan mengenai wasiat
wajibah bagi anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,
yang memperkenalkan mekanisme perlindungan hak ekonomi anak angkat meskipun
tidak terdapat hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat (Sulistiyono &
Harahap, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya
berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berperan
dalam menjaga stabilitas keluarga dan komunitas.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan hukum kewarisan juga
dipengaruhi oleh praktik peradilan melalui yurisprudensi. Beberapa putusan pengadilan,
khususnya Mahkamah Agung, menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum melalui
pendekatan transformatif-universalisme yang menggunakan metode ijtihad, intiqa‘i, serta
pendekatan ekstra-doktrinal dalam menafsirkan hukum kewarisan (Reskiani et al., 2022).
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya dipahami
secara normatif, tetapi juga dipertimbangkan dalam kerangka keadilan sosial yang lebih
luas. Di era globalisasi dan digitalisasi, hukum waris Islam juga menghadapi tantangan
sekaligus peluang baru, seperti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan warisan dan
peningkatan akses terhadap informasi hukum. Upaya penguatan implementasi hukum
kewarisan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan hukum, penegakan hukum
yang lebih efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peran ulama dan
lembaga keagamaan tetap memiliki posisi penting dalam memberikan interpretasi
terhadap hukum waris Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat (Adnan
et al., 2024).

Dalam konteks pemikiran Maulana Syekh, hibah diposisikan sebagai rukhsah
yang bersifat situasional, yaitu mekanisme keringanan yang dapat digunakan sebelum

kematian pewaris untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga keadilan substantif.
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Dengan demikian, hibah tidak dipandang sebagai azimah atau ketentuan baku yang
menggantikan sistem faraidh, tetapi sebagai instrument preventif yang tetap berada dalam
koridor norma kewarisan Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penggunaan hibah
bersifat kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat Sasak, tanpa
menegasikan otoritas teks dalam pembagian waris.

Tabel 3. Pola Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris

Aspek Uraian Penjelasan Substansi Tujuan Sosial-
Hukum

Pengertian Hibah sebagai Pengalihan  harta  oleh Mencegah sengketa

alternatif pewaris sebelum wafat keluarga

waris untuk menghindari konflik

faraidh
Latar Dominasi Adat cenderung Menjembatani adat
Belakang hukum adat memarginalkan perempuan dan syariat
Sosial Sasak dalam pembagian waris
Landasan QS. Al- Anjuran memberi harta Legitimasi normatif
Syar’i  (Al- Baqgarah: 177 kepada kerabat sebagai
Qur’an) bentuk kebajikan
Landasan HR. Bukhari- Perintah berlaku adil kepada Prinsip keadilan
Hadis Muslim anak dalam pemberian distributif
Dasar Maslahah & Mengutamakan Kontekstualisasi
Metodologis Ijtihad Sosial ~ kemaslahatan dan harmoni hukum Islam
keluarga

Waktu Sebelum Berbeda dengan waris yang Preventif konflik
Pelaksanaan pewaris berlaku setelah kematian

meninggal

Integrasi Bayani dan Magqasidi Dalam Corak Pemikiran Maulana Syekh Zainuddin
Abdul Madjid di Bidang Kewarisan

Pemikiran kewarisan Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dapat dianalisis
melalui kerangka epistemologi bayani sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Abed
al-Jabiri. Dalam epistemologi bayani, sumber utama pengetahuan hukum bertumpu pada
otoritas teks, yakni Al-Qur’an, hadis, dan ijma’, dengan penalaran deduktif yang
menekankan penafsiran literal dan sistematis terhadap nash. Model epistemologis ini
menempatkan teks sebagai rujukan utama dalam istinbat hukum, sementara rasionalitas
berfungsi untuk menjelaskan dan mengelaborasi makna teks, bukan menggantikannya.
Kerangka ini relevan untuk membaca pemikiran Maulana Syekh karena ia menunjukkan

komitmen kuat terhadap legitimasi nash sebagai sumber hukum dalam bidang kewarisan.
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Dalam karyanya Al-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-Zainiyyah,
Maulana Syekh menegaskan bahwa hukum harus berpedoman pada al-Kitab, al-Sunnah,
dan ijma’, dengan membatasi penggunaan qiyas dalam konteks tertentu. Dalam
menjelaskan pembagian waris, ia merujuk secara langsung kepada ketentuan furudh al-
mugaddarah sebagaimana termaktub dalam Surah al-Nisa ayat 11-12. Pendekatan ini
menegaskan karakter bayani yang berorientasi pada penafsiran literal terhadap teks syar’i.
Secara metodologis, model ini merupakan kelanjutan dari tradisi fikih klasik yang
menjaga kemurnian dalil normatif. Namun demikian, pemikiran Maulana Syekh tidak
berhenti pada tekstualitas semata. Dalam menghadapi kondisi masyarakat Sasak yang
masih kuat memegang adat, ia menawarkan pola hibah sebagai alternatif distribusi harta.

Praktik hibah tersebut terlihat ketika Maulana Syekh membagi harta kepada kedua
putrinya dengan bagian yang sama sebelum wafat. Pembagian ini dilakukan sebagai hibah
yang sah menurut syariat, schingga tidak termasuk kategori waris. Informasi ini diperoleh
dari wawancara dengan TGKH. Yusuf Ma’mun, seorang ulama Nahdlatul Wathan,
pengasuh pesantren, sekaligus murid generasi kedua yang memiliki kedekatan dengan
lingkungan keluarga Maulana Syekh serta memahami tradisi kewarisan yang berkembang
di kalangan jamaah Nahdlatul Wathan (Wawancara, 05 September 2025). Menurut
informan tersebut, praktik hibah dianjurkan ketika keluarga belum siap menerapkan
faraidh secara penuh, sedangkan apabila keluarga siap, pembagian dilakukan sesuai
ketentuan waris Islam secara normatif.

Dalam praktiknya, terdapat variasi pola pembagian waris yang berkembang di
lingkungan Nahdlatul Wathan. Pengalihan harta yang dilakukan Maulana Syekh
memperlihatkan beberapa karakter metodologis penting. Pertama, pembagian harta
diarahkan untuk menjaga harmoni keluarga dan stabilitas sosial. Kedua, hibah digunakan
sebagai instrumen implementatif untuk merealisasikan keadilan substantif tanpa
mengubah ketentuan faraidh. Ketiga, penggunaan hibah juga dapat dipahami sebagai
respons terhadap dominasi adat patrilineal masyarakat Sasak yang berpotensi
memarginalkan perempuan. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai mekanisme
korektif dalam kerangka syariat.

Jika dibandingkan dengan pemikiran Hazairin, terdapat kesamaan dalam upaya
menyesuaikan hukum waris dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Namun,
Hazairin menggunakan pendekatan bilateral yang lebih kontekstual (Jamil, 2017),
sedangkan Maulana Syekh tetap berpijak pada teks dan membuka ruang adaptasi melalui
hibah. Sementara itu, dibandingkan dengan Munawir Sjadzali yang menawarkan
reaktualisasi hukum Islam, Maulana Syekh cenderung lebih konservatif karena tidak
melakukan reinterpretasi terhadap bagian waris, melainkan mencari solusi praktis melalui
hibah (Sjadzali, 1997).
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Implikasi pemikiran Maulana Syekh terlihat dalam praktik sosial masyarakat
Sasak. Pola hibah berkembang sebagai living law sehingga ketika pewaris meninggal
dunia sering kali tidak tersisa harta yang dapat dibagi sebagai warisan. Dalam praktik
peradilan formal, hakim tetap merujuk pada ketentuan waris normatif. Misalnya dalam
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA..Sel, gugatan pembagian waris ditolak karena seluruh
harta telah dibagikan melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini
menunjukkan bahwa hibah semasa hidup pewaris dapat menggugurkan objek sengketa
waris (Anwar, 2020).

Dengan demikian, karakter metodologis pemikiran kewarisan Maulana Syekh
dapat dipahami sebagai integrasi antara keteguhan normatif dan pertimbangan
kontekstual. Pendekatan maqasid al-shari’ah menekankan bahwa hukum waris tidak
hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dan
keadilan sosial dalam keluarga (Heriandita et al., 2024). Dalam kerangka ini, istinbat
hukum tetap berbasis teks, namun implementasinya mempertimbangkan kemaslahatan
sosial. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab realitas

masyarakat tanpa menghilangkan otoritas nash.

KESIMPULAN

Pemikiran kewarisan Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menunjukkan
karakter metodologis yang berpijak pada pendekatan bayani, yakni penalaran hukum
yang menempatkan Al-Qur’an dan hadis sebagai rujukan utama dalam istinbat kewarisan.
Hal ini terlihat dari karya-karyanya seperti Tuhfah al-Zainiyyah dan Tuhfah al-
Anfananiyyah yang merujuk langsung pada ketentuan furudh al-mugaddarah. Namun
demikian, dalam implementasinya ia juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat
Sasak yang masih kuat dipengaruhi adat patrilineal. Oleh karena itu, ia menganjurkan
penggunaan hibah sebagai mekanisme distribusi harta sebelum pewaris meninggal dunia.
Hibah tersebut diposisikan bukan sebagai pengganti sistem faraidh, melainkan sebagai
instrumen preventif yang bersifat situasional (rukhsah) untuk menjaga keadilan substantif
dan menghindari konflik keluarga, khususnya dalam konteks marginalisasi hak
perempuan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi
hukum Islam Nusantara dengan menunjukkan bahwa pemikiran kewarisan ulama lokal
dapat dianalisis melalui integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Konsep
“integrasi bayani dan maqasidi” dalam penelitian ini merupakan konstruksi analitis untuk
menjelaskan bagaimana keteguhan terhadap teks normatif dapat berjalan seiring dengan
pertimbangan kemaslahatan sosial. Temuan ini memperkaya kajian metodologi hukum

Islam dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas implementasi tidak selalu dilakukan
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melalui reinterpretasi bagian waris, tetapi dapat ditempuh melalui instrumen hukum lain
yang tetap sah secara syariat, seperti hibah. Dengan demikian, pemikiran Maulana Syekh
memperlihatkan model adaptasi hukum Islam yang menjaga otoritas nash sekaligus
responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis kepustakaan
dengan dukungan wawancara terbatas, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan
variasi praktik kewarisan di seluruh komunitas Sasak. Selain itu, kajian ini lebih
menitikberatkan pada aspek metodologis pemikiran tokoh, sehingga belum mendalami
secara empiris dampak sosial-ekonomi dari praktik hibah tersebut. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan yang lebih
luas guna menilai implementasi pemikiran Maulana Syekh dalam berbagai komunitas
Nahdlatul Wathan, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan

dan transformasi hukum adat dalam praktik kewarisan masyarakat Sasak.
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